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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA
DI DUSUN |l DESA MEKAR SARI
KECAMATAN RANTAU ALAI
(Studi Kasus Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag)

Oleh
HENDRI KUSTIAN

Tindak pidana Pengrusakan dilatarbelakangi rasa kurang senang bangunan
kapel yang seharusanya dijadikan tempat tinggal tetapi kenyataannya tidak ada
yang tinggal dan berdiam diri dibagunan kapel tersebut. Ternyata, bagunan kapel
bukan digunakan sebagai bagunan tempat tinggal bukan lagi kapel akan tetapi
bangunan merupakan bangunan gereja. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan
gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor
298/pid.b/2018/PN Kag)?; dan 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di
Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor
298/pid.b/2018/PN Kag)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian
hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun 1l
Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai dalam perkara putusan nomor
298/pid.b/2018/PN Kag) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka
umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan pengerusakan
ternadap kapel Kapel Santo Zakaria yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1)
KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara masing-
masing selama 8 (delapan) bulan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan
pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa
keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. ; dan 2) Dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai
dalam perkara putusan nomor 298/pid.b/2018/PN Kag vyaitu berdasarkan
pertimbangan yuridis dan sosiologis. Dimana, dengan Putusan nomor
298/pid.b/2018/PN Kag ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan
fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata Kunci:  Analisis Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pengrusakan Gereja
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE KAYUAGUNG DISTRICT
COURT ON THE CRIMINAL ACTS OF THE CHURCH
IN THE SECOND VILLAGE OF MEKAR SARI
DISTRICT RANTAU ALAI
(Case Study Number 298 / Pid.B / 2018 / PN Kag)

By
HENDRI KUSTIAN

The crime of destruction was based on the feeling of not being happy with
the building of the chapel which should have been used as a place to live but in
reality no one lived and stayed in the building of the chapel. As it turned out, the
building of the chapel was not used as a building where the chapel was no longer
but the building was a church building. The formulation of the problem in this study
is 1) How is law enforcement against criminal acts of church destruction in Hamlet
Il Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict (case study number 298 / pid.b /2018
/ PN Kag) ?; and 2) What is the basis for judges' consideration in imposing criminal
sanctions on perpetrators of criminal acts of church destruction in Hamlet 11 of
Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict (Case Study Number 298 / pid.b / 2018
/ PN Kag) ?. The research method used is normative juridical legal research. The
data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based
on the results of the study, it was shown that law enforcement against criminal acts
of church destruction in Hamlet 1l of Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict
in the case of decision number 298 / pid.b /2018 / PN Kag) stated that the defendant
was legally and convincingly guilty of committing a criminal act collective labor in
public commits violence against goods which results in damage to the chapel of the
Santo Zakaria Chapel which is regulated in Article 406 paragraph (1) of the
Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code
with imprisonment for 8 (eight) months respectively it is appropriate, it is
appropriate and has been based on the facts revealed in the trial, valid evidence in
the form of witness statements, evidence, and the defendant’s statement. ; and 2)
Basic consideration of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of
criminal acts of church destruction in Hamlet 11, Mekar Sari Village, Rantau Alai
Subdistrict, in the case of decision number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag, based on
juridical and sociological considerations. Where, with this decision number 298 /
pid.b /2018 / PN Kag, the considerations are objective, based on the facts revealed
in the trial.

Keywords: Analysis of Court Decisions, Crimes, Church Destruction
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/ melanggar
hokum yang telah di tentukan. Dimana hukum yang telah di tentukan terdapat
dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penghancuran dan
perusakan merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP).

Tindakan ini terdapat beberapa unsur-unsur, macam-macam

dan sanksinya. Perbuatan melawan hukum ini mempunyai

nilai resiko yang tinggi, di samping masa hukum penjaranya

(sanksi ) juga mempunyai akibat yang fatal, di karenakan

penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang

telah menjadi korbannya.*

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan
pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau
seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi
barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang
bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat
mengganggu ketenangan pemilik barang.

Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu

kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak

hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan
tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut

L P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan
1, PT Sinar Grafika, him 179



korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana
tersebut.?

Dalam catatan pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dirilis
oleh Setara Institut yang dirilis akhir 2009, selama tahun 2007-2009, salah satu
kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi di Sumatera
Selatan terdapat 8 pelanggaran dimana kasus ini dilakukan oleh masyarakat,
Kasus-kasus pelanggaran tersebut dilatar belakangi oleh isu pendirian rumah
ibadah, perusakan tempat ibadah, tudingan aliran sesat, dan peraturan
perundang-undangan yang diskriminatif. Oleh karena itu, setara institut
mendesak pemerintah untuk segera merativikasi ketentuan penghapusan
segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama3.

Konvensi ini penting untuk dilakukan agar ada jaminan yang lebih
konkrit, khusus dan terperinci atas kebebasan yang beragama. Patut
untuk diduga, seperti yang disampaikan Saidiman Ahmad, bahwa
negara yang absen dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama
menjadi pintu gerbang pelbagai bentuk tindakan kekerasan dan
diskriminatif terhadap penganut-penganut agama minoritas. Hal ini
berkali-lipat menjadi lebih buruk ketika ternyata negara tidak sekedar
absen memberi perlindungan, melainkan juga secara aktif melakukan
tindakan pelanggaran®.

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu

kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami

perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan

2 ). E. Sahetapy,2002, Teori Krimonologi, Bandung, Citra Aditya Bakti,. him. 23

3 Yesmil Anwar, 2010,Krimonologi, Bandung, Refika Aditama, him. 108.

4 http://islamlib.com/id/artikel/potret-buram-kebebasan-beragama/ diakses tanggal 12
Oktober 2018



manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan®.
Persoalan-persoalan krisis lingkungan menjadi isu yang hangat untuk
diperbincangkan, mengingat manusia dihadapkan pada serangkaian masalah-
masalah global yang membahayakan kehidupan makhluk hidup. Untuk
mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah
melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosialbudaya semata.
Salah satu jenis masalah kejahatan kriminologi adalah pengrusakan rumah
ibadah.

Pengrusakan rumah ibadah adalah sebuah proses merusak secara
melawan hukum, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merusak
sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga membuat tidak dapat digunakan
sama sekali atau sebagian. Aturan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah
(Gereja) terletak di dalam KUHP pasal 406 dan/atau pasal 410. Bentuk-bentuk
dari pengrusakan ini sesuai dengan data yang diambil dari buku, internet,
majalah dan wawancara adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak
barang-barang peribadahan dan terkadang diselingi dengan kekerasan.
Penegakan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah (Gereja) yang bila Kita
lihat dari data dan fakta yang ada belum pernah ada penyelesaiannya.

Salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana pengrusakan
dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam putusan

nomor 298/pid.b/2018/PN Kag, yang menyabutkan tindak pidana

> Koesparmono Irsan, 2012, Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif
Kepolisian, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, him. 85.



pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai
(studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag) yang dilakukan oleh Terdakwa
| Afifuddin Alias Afit, S.Pd, M.Si bin H. M Bakri dan Terdakwa Il Aswin Bin
Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat
(1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam kasus ini, polisi
menyita 24 barang bukti. Antara lain, dua palu besar (godam), tiga batu kali,
sebilah parang, empat unit sepeda motor, dan patung Bunda Maria, patung
Yesus, Alkitab yang terbakar. Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan
pidana kepada terdakwa Terdakwa | Afifuddin alias Afit, S.Pd, M.Si bin H. M
Bakri dan Terdakwa Il Aswin Bin llyas oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa | dan
terdakwa Il berada tahanan sementara.

Pengrusakan dilatarbelakangi rasa kurang senang terdakwa Afifuddin
Alias Afit, SPD, M.Si bin H. M Bakri dan terdakwa Aswin Bin llyas karena
sepengetahuan mereka bangunan kapel yang seharusanya dijadikan tempat
tinggal tetapi kenyataannya tidak ada yang tinggal dan berdiam diri dibagunan
kapel tersebut. Ternyata, bagunan kapel bukan digunakan sebagai bagunan
tempat tinggal bukan lagi kapel akan tetapi bangunan merupakan bangunan
gereja dan itu bukan renovasi kapel akan tetapi memang sengaja membuat baru
gereja di lokasi tersebut. Bagunan kapel hanya dipergunakan untuk ibadah

umat nasrani.



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih
dakwaan pertama yaitu Dakwaan primer Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Dakwaan subsider Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka
selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, sebaliknya apabila
dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan
lagi. Menimbang, bahwa dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam
Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsurnya
sebagai berikut Barangsiapa; dengan terang-terangan/ dimuka umum; dan
tenaga bersama; menggunakan kekerasan terhadap barang. Majelis Hakim
akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan pertama
subsidair Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-
1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: barangsiapa; dengan
sengaja; menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain; Dan turut serta melakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk
melakukan penulisan dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KAYU AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN GEREJA DI DUSUN Il DESA MEKAR SARI
KECAMATAN RANTAU ALAI (STUDI KASUS NOMOR

298/P1D.B/2018/PN KAG) .



B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan
gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus
nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar
Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN

Kag)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya
yang berkaitan analisis putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap
tindak pidana pengrusakan gereja di dusun Il desa Mekar Sari Kecamatan

Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah
1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana
pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai

(studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)



2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun
Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor

298/pid.b/2018/PN Kag).

E. Kerangka Teori dan Konsepsional
1. Kerangka Teori
a. Teori Pemidanaan
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut

Antonius Sudirman®, yaitu sebagai berikut:
1) Teori absolut
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum.
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Adami
Chazawi, mengemukakan bahwa:
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap

hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap
pelanggarannya. ’

® Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial
- Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. BP Undip: Semarang., him. 107-112

" Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian | Stelsel Pidana, Teori Teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo: Jakarta. ., him. 155



2) Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak
harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul
Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali
dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana
dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada harihari
yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat
jahat agar menjadi baik kembali.

3) Teori gabungan (Verenigings-Theorien)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12),
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi
si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku
kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan
pembinaan dan pendidikan®

b. Teori Penegakan Hukum
Menurut Barda Nawawi Avrief,® dilihat dari aspek kebijakan hukum

pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga

8Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta, him.122
Barda Nawawi Arief, 2014. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan
Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegor, Semarang:, hlm. 17.



masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti
kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda
Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum
pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap
kebijakan, yaitu:

1) Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan
dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat
dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan
dalam menerapkan hukum pidana.

3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan
dalam melaksanakan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial
merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum
pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam
alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Menurut
G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi Arief,'° ada dua macam
upaya penanggulangan kejahatan yaitu:

1) Kebijakan pidana menggunakan penal, vyaitu upaya
penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan
pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan
penumpasan setelah kejahatan terjadi.

2) Kebijakan pidana menggunakan nonpenal, yaitu upaya
penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  non-penal

menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan,
penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

10 Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada, Jakarta, him. 46.
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Satjipto Raharjo!! mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan
pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga
dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal
berbagai peristilahan, seperti rechstoepassing atau rechtshandhaving
(Belanda), law enforcement atau application (Amerika). Beberapa teori
penegakan hukum,*? antara lain:

1) Teori J.B.J.M Ten Berge yang menyebutkan beberapa aspek yang
harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan
hukum, yaitu suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan
ruang bagi perbedaan interpretasi, ketentuan perkecualian harus
dibatasi secara minimal, peraturan harus sebanyak Mungkin
diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan,
dan peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena
peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan
hukum.

2) Teori aliran utilitas oleh Jeremy Bentham, yaitu teori aliran
kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum
adalah untuk mengabdi kepada kegunaan, yaitu kegunaan yang
dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang
setinggi mungkin.

3) Auristoteles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan tujuan dari
hukum adalah keadilan.

4) Teori etis, yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum
yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu haruslah berdasarkan pada
kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya
melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai
kehidupan yang baik untuk mencapai kedilan dan penegakan
hukum.

5) Teori John Graham mengajarkan bahwa penegakan hukum
dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum
dalam pencegahan kejahatan.

11 satjipto Rahardjo, 2014. llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 191.
2Angela Devina, 2011, Penegakan Hukum, http://aizawaangela020791.blogspot.com/
dikutip tanggal 14 Februari 2019
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6) Teori Hamish McRae mengatakan bahwa penegakan hukum harus
dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan
hukum oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam
penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan
dengan bidang yang ditanganinya.

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favfre, yang dikutip
Soerjono Soekanto,'®* menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi
dalam proses penegakan hukum, yaitu “involves decision-making not
strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of
personal judgement.” Hal tersebut disebabkan oleh diskresi, yang
mengutip Roscoe Pound adalah “an authority coferred by law to act in
certain conditions or situations in accordance with an official’s or an
official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea
of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.”
Sunarto D. M.** mengemukakan bahwa penyimpangan dalam penegakan
hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan
nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Penyimpangan
penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang
didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan
masyarakat (social welfare), dapat saja terjadi sebagai actual enforcement

yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, actual enforcement dalam hal

ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

13 Soerjono Soekanto, 2013,Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung,

him. 131.

14 Sunarto D.M., 2007. Op.Cit, him. 88.
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Menurut Siswanto Sunarso,’® penegakan hukum merupakan
aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan
diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-
cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah
untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga
untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya
adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk
menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk
memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial
masyarakat. Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan
etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam
penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan
penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi
dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-
hari sering terjadi proses penanganan perkaran pidana tidak sesuai dengan
idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu
mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.*®

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan
proses penemuan fakta, yang tidak memihak (impartial) dan penuh dengan
resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (fair) dan

patut (equitable). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan

15 Siswanto Sunarso, 2014. Op.Cit, him. 83.
16 Sjswanto Sunarso, 2014. Loc.Cit.
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harus mencakup kejujuran (fairness), tidak memihak (impartiality), serta
pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriate reward and
punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (benevolence),
kedermawanan (generosity), rasa terima kasih (gratitude), dan perasaan
kasihan (compassion).t’

Siswanto Sunarso,’® mengutip Muladi, menyatakan bahwa
penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal
ini didasarkan atas alasanalasan sebagai berikut:

1) Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan
paksaan atau kekerasan (coercion), dengan kemungkinan
terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan
(abuse of power);

2) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana
merupakan pegawai pemerintah (public servant) yang memiliki
kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;

3) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna
membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di
dalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral
judgement);

4) Dalam kehidupan, profesi sering dikatakan bahwa a set of
ethical requirements are as part of its meaning.

Selanjutnya Muladi dalam Siswanto Sunarso® menyimpulkan,

bahwa seorang ethical leader harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup,
dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang

berlaku harus mengandung karakteristik sebagai berikut:

1) Responsibility and accountability, yang mengandung
kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;

17 Siswanto Sunarso, 2104. Loc.Cit.
18 |bid, him. 84.
19 |bid, him. 85.
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2) Commitment, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan
penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar
perilaku profesional;

3) Responsiveness, peka dan fleksibel terhadap situasi yang
berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;

4) Knowledge and skill, mampu untuk menyelesaikan misi
organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi
khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;

5) Conflict of interest, peka terhadap konflik kepentingan yang
selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan
kebutuhan organisasional;

6) Professional ethicts, harus selalu melakukan refleksi diri dan
memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar
etika.

Menurut Gustav Radbruch, dikutip dari Satjipto Rahardjo,?° hukum
itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan yang berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama
lain karena kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan
kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan
kepastian dan kemanfaatan. Menurut Sudjito, dikutip oleh Siswanto
Sunarso,?! teori penegakan hukum menurut konsep hukum progresif dapat
dilakukan dalam hal penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan
hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan. Dalam
menghadapi realitas hukum yang kompleks tersebut, pengaturan dan
penyelesaian konflik dengan dasar legal thought yang positivistik tidak

memadai karena dalam kerangka berpikir legal positivism, hukum justru

20 Satjipto Rahardjo, 2008, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia

dan Hukum, Kompas, Jakarta, him. 80.

21 Siswanto Sunarso, 2014. Op.Cit, hlm. 175.
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harus dibersihkan dari anasir yang bersifat teologis dan metafisis. Dalam
doktrin positivisme, hukum sumber daya agraria sudah sah asal rasional,
diproses melalui prosedur baku, dan dituangkan dalam ketentuan
perundang-undangan sehingga positif, pasti, dan sistematis. Sedangkan
pangkal pikiran dari konsep hukum progresif bahwa hukum adalah suatu
institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang
adil, sejahtera, dan membuat bahagia. Asumsi dasarnya adalah ada
hubungan antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus

dipegang adalah hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.??

Teori Putusan Hakim

Menurut  Sudikno  Mertokusumo, putusan hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang
diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar
pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan
juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian
diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis)
tidak mempunyai kekuatan sebagai  putusan  sebelum diucapkan di

persidangan oleh hakim. 23

22 Siswanto Sunarso, 2014. Op.Cit, him. 178.
23 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. HIm. 96
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Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana,

menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu

1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan
pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu
perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana
melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa
dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang
dilakukannya.

3) Tahap Penentuan Pemidanaan
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi
dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.
Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan
dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu : 1) Surat; 2) Petunjuk
Keterangan terdakwa; 4) Keterangan Saksi; dan 5) Keterangan Ahli. Hakim dalam
menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut a) Faktor Yuridis, yaitu
Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara; dan b)
Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari
hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas
minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari
batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus
putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh

24 1bid, hlm. 96
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hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu

sebagai berikut:?®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan
antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan
kepentingan pihakpihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap
pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat
keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam
perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara
pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni,
lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari
hakim.

Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan
pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian
khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam
rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya
sehari-hari.

Teori Ratio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga
dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina,
mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia
yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2% 1bid, him. 102.
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Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus
dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut
Van Apeldoorn, hakim haruslah:?® 1) Menyesuaikan undang-undang dengan
faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat; dan 2)
Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak
dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil
keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut :

1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,

2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang
dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah
terdakwa bersalah dan dapat dipidana,

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak
terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap

telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

26 E, Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar
Harapan. Jakarta. him. 204.
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2. Konsepsional Penelitian

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang

Definisi oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

1)

2)

3)

4)

Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna
meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1
angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig)
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu
bertanggung jawab.

Pengrusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan
terhadap barang-barang orang lain secara merugikan ranpa mengambil

barang itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif,

yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan  yang berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan untuk

memeluk dan  menjalankan ibadah menurut agama dan kenyakinannya.


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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Pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus digunakan
sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan
masalah ¥’

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif,
karena hendak menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung
terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di dusun Il Desa Mekar Sari

Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

2. Data dan Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi
pustaka dan observasi. Data dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni
menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma
hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh
dari kajian-kajian sebagai berikut :

a. Data Primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka
baik peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP dan Undang-
undang. Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana dan Putusan pengadilan Negeri Kayuagung pada Berkas

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag tentang pengrusakan gereja.

27 Bambang Sunggono, 2009, Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo. HIm. 88
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b. Data sekunder, yaitu terdiri dari pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka
berkaitan dengan permasalahan, buku-buku hukum, doktrin. Dan sumber
hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa dan lainnya?®. Selain itu
juga digunakan wawancara mendalam dengan tokoh terpilih yang

dipandang mampu memberikan analisis secara mendalam dan objektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara penelitian
dokumentasi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan, yaitu
metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagai besar data berbentuk surat,
catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan
sebagainnya dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa
bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder
(literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam
majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus
Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data
statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.Melalui studi
kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau
yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya sehingga dapat memangfaatkan semua informasi

28 Ronny Hanutijo Soemitro, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta.
Ghalia Indonesia. HIm. 11-12
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dan pemikiran-pemikiran yang relavan dengan penelitian yang akan

dilakukan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan
menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang
merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi
objek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas,
doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pemerintahan desa.
Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara
sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun
data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa
data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada
di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.?® Oleh karena itu, untuk
kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan

dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini,

29 Syharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rieneka
Cipta, Jakarta, hlm.182.
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yaitu tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari
Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).
2) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang
sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-
benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.® Jadi tahap
verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk
menjamin validitas data yang telah terkumpul. Sebagian data peneliti
memverifikasinya dengan cara trianggulasi, yaitu mencocokkan (cross-
check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat
subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

3) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis
data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh.
Setelah data dari lapangan tekumpul dengan metode pengumpulan data
yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan
menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisisis deskriptif
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-

¥Lexy J.  Moloeng, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, ~Remaja
Rosdakarya,Bandung, him. 104
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milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan
menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh
gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.
Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah
langkahlangkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah
menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini,
Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi
para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari
keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang
sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab 1V.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara
sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait tindak pidana
pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai
(studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag). Data primer yang
diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung
pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan
permasalahan di atas sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas
mengenai tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari

Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).
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Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang
sesuai dengan kaidah hukum.

5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang analisis, putusan pengadilan,
pengadilan negeri, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana,
pemidanaan dan tujuan pemidanaan, pengrusakan.
BAB 1l HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum terhadap
tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun Il Desa Mekar Sari
Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN
Kag); dan 2) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun
Il Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor

298/pid.b/2018/PN Kag).



BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA
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